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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Tindak pidana merupakan bagian yang tidak terlepas dari kehidupan 

masyarakat, demikian juga dengan hukum yang selalu ada dalam masyarakat. 

Kemajuan ilmu dan teknologi yang terus berkembang, diikuti oleh 

perkembangan tindak pidana baik dari sisi kuantitas maupun kualitas sudah 

semestinya diikuti instrumen hukum yang sesuai untuk mencapai keadilan, 

kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. 1  Perlindungan dan 

kepastian hukum yang adil juga perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi 

warga negara menjadi salah satu hal yang dijamin dalam Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia amandemen ke-4 Pasal 28 huruf D ayat (1).   

 Istilah warga negara sudah tentu mengandung pengertian baik 

wanita maupun pria. Walaupun telah terdapat jaminan hukum yang 

melindungi perempuan dan anak, penekanan terhadap kewajiban negara 

untuk memastikan bahwa perempuan dan anak memiliki akses terhadap 

keadilan, bebas dari diskriminasi di dalam sistem peradilan, akan tetapi pada 

kenyataannya perempuan dan anak jarang sekali mendapatkan kesetaraan di 

hadapan hukum, dan akses terhadap keadilan bagi perempaun dan anak 

merupakan suatu hal yang tidak mudah di dapatkan.

 
1 Hukum dan Masyarakat Madani,Ani Triwati,Akses Keadilan Sebagai Perlindungan 

Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Perdailan Pidana.Volume 

9,nomer 1 Mei 2019,hlm 73 
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Kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini menjadi isu 

yang menonjol, hal itu disebabkan makin banyaknya kasus kekerasan 

terhadap perempuan dan anak yang keadaannya semakin mengkhawatirkan. 

Pada tahun 2022, Data Nasional mengolah kekerasan terhadap perempuan 

terjadi sebanyak 3.131 kasus dengan korban sebanyak 3.238 orang, dan 

kekerasan terhadap anak sebanyak 4.148 kasus dengan korban sebanyak 

4.526.2 

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 

disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya lemahnya pengawasan dan 

penegakan hukum, frustasi sosial dan kurang kuatnya modal sosial 

masyarakat akibat kemiskinan serta kurangnya aksels telrhadap informasi dan 

sumbelr daya, rellasi kuasa dan rellasi gelndelr yang timpang antara pelrelmpuan 

dan laki-laki selrta bellum telrbangunnya budaya hukum ditelngah-telngah 

masyarakat yang belrkeladilan dan pelduli hak anak. Kualitas sumbelr daya 

manusia dan masalah moral juga melnjadi pelmicu telrjadinya kelkelrasan 

telrhadap pelrelmpuan dan anak. 

Melskipun belrbagai pelraturan pelrundang-undangan sudah melngatur 

antara lain selpelrti Undang-Undang No.35 Tahun 2014 telntang pelrubahan atas 

Undang-Undang No.23 Tahun 2022 Telntang Pelrlindungan Anak, Undang-

Undang No.23 Tahun 2004 Telntang Pelnghapusan Kelkelrasan Dalam Rumah 

 
2 Menurut Ratna Susianawati Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak 

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam artikel yang berjudul Negara 

Hadir Dalam Upaya Menyelesaikan Permasalahan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan 

Anak.,Dikutip darihttps://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4158/kemenpppa-negara-

hadir-dalam-upaya-menyelesaikan-permasalahan-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-dan-anak. 

<Diakses pada Tanggal 1 Januari 2023,pada pukul 13.42> 

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4158/kemenpppa-negara-hadir-dalam-upaya-menyelesaikan-permasalahan-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-dan-anak
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4158/kemenpppa-negara-hadir-dalam-upaya-menyelesaikan-permasalahan-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-dan-anak
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Tangga, dan Pelraturan Melntelri  Pelmbelrdayaan Pelrelmpuan dan 

Pelrlindungan Anak No.13 Tahun 2020 Telntang Pelrlindungan Pelrelmpuan dan 

Pelrlindungan Anak Dari Kelkelrasan Belrbasis Gelndelr.  

Akan teltapi, faktanya melndapatkan pelrlindungan hukum dan aksels 

telrhadap keladilan bagi pelrelmpuan dan anak rellatif bukan hal yang mudah. 

Pelrlakuan diskriminatif telrhadap pelrelmpuan dan anak masih selring telrjadi 

selkaligus keltidakcukupan akselsibilitas misalnya, anak dan pelrelmpuan yang 

melnjadi korban pelmelrkosaan selringkali melndapati pelrtanyaan dalam 

pelmelriksaan di pelrsidangan yang celndelrung melmojokkan atau bahkan selolah 

melnelmpatkan pelrelmpuan selbagai pelnyelbab telrjadinya tindak pelmelrkosaan.3 

Aksels telrhadap keladilan itu selndiri selbelnarnya melmiliki makna 

yang luas dan belragam. Maknanya bukan selkeldar upaya pelningkatan aksels 

individu telrhadap pelngadilan ataupun pelnjaminan dalam hal relprelselntasi 

hukum, mellainkan juga kelmampuan bagi seltiap orang untuk melncari dan 

melndapatkan pelmulihan mellalui institusi pelradilan atas kelrugian yang di 

alami selkaligus pelmelnuhan Hak Asasi Manusia di pelngadilan. Melnurut 

Uniteld Statels Institutel of Pelacel, aksels telrhadap keladilan mellibatkan protelksi 

hukum normatif, kelsadaran hukum, bantuan dan naselhat hukum, pelnelgakan 

hukum, selrta pantauan dari masyarakat sipil.4Tokoh utama pelnyellelnggaraan 

accels to justiceladalah nelgara, selbab nelgara melmiliki kelwelnangan yang 

 
3 H.M Syarifuddin,Akselsibilitas Keladilan bagi Pelrelmpuan dan Anak,PT Imaji Cipta 

Karya.2020,hlm.4 
4Pelndapat Uniteld Statels Institutel Of Pelacel dalam artikell Sayyidatiihayaa Afra Gelubrina 

Raselukiy dan Yassar Aulia yang belrjudul: Melmbuka Cakrawala Telrhadap Aksels Keladilan Bagi 

Korban Keljahatan Selksual Di Indonelsia:Tijauan Paradigmatis Atas Pelnelgakan Hukum:Fakultas 

Hukum Univelrsitas Padjadjaran:2019,hlm 155 
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mutlak untuk melnyellelnggarakan sistelm pelmelrintahan yang belrkeladilan 

telrutama bagi nelgara yang melmelgang prinsip rulel of law dalam melnjalankan 

pelmelrintahannya. Tanpa adanya pelmelnuhan aksels telrhadap keladilan selcara 

patut, tuntutan akan keladilan masyarakat selringkali telrabaikan, hak-hak 

melrelka telrkadang sulit telrpelnuhi selcara utuh dan diskriminasi mudah telrjadi.  

Olelh karelnanya, pelmelnuhan aksels keladilan bagi pelrelmpuan dan 

anak bukan selbuah opsi atau trelnd dibidang hukum mellainkan kelbutuhan 

hukum masyarakat dalam rangka kelpelntingan pelrelmpuan dan anak delngan 

hukum. Pelrelmpuan dan anak melrupakan golongan manusia yang relntan dan 

sulit melndapatkan aksels keladilan selcara patut. Keladilan melrupakan tujuan 

utama dari hukum sellain kelpastian dan kelmanfaatan. Sayangnya, keladilan 

selringkali ditransformasikan dalam bingkai yang salah dalam pelnafsirannya, 

selhingga melnimbulkan elfelk nelgatif delngan pelmbellajaran yang kurang baik 

telrhadap masyarakat lainnya. 

 Keladilan itu selndiri melnurut Hans Kellseln belrmakna keladilan yang 

melnitikbelratkan telrhadap tindakan yang dilakukan delngan sanksi yang 

dibelrikan keltika ada kasus yang sama di telmpat yang belrbelda maka 

pelnelrapan keltelntuan pelraturannya harus sama, artinya tidak melmandang 

siapa yang mellakukan pelrbuatan itu dan dimana pelrbuatan itu dilakukan, 

selhingga pelnelkanan pelraturan dan pelrbuatan itu melnjadi inti dari prinsip 

keladilan delngan prinsip kelsamaan dalam pelnelgakan telrhadap pelrbuatan yang 

sama tidak melmunculkan selbuah paradigma yang salah telrhadap 
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masyarakat. 5  Artinya, tidak seltiap yang sama rata itu dikatakan adil, 

telrgantung dari kontelks pelrbuatan yang dilakukan. 

Keladilan tidak bisa dipandang selbagai rasa kelinginan, dan harapan, 

teltapi belrada di dalam hati nurani masing-masing yang tidak dapat 

diungkapkan selcara pasti. Di dalam sistelm pelradilan pidana ,jaksa melmelgang 

pelran pelnting untuk melmastikan pelmelnuhan aksels keladilan bagi pelrelmpuan 

dan anak, pelmelnuhan aksels keladilan bagi pelrelmpuan dan anak dalam 

pelnanganan pelrkara pidana dilakukan selcara proporsional delngan 

melmpelrhatikan pelran dan keldudukan pelrelmpuan dan anak dalam pelrkara 

pidana, nondiskriminasi, pelrkelmbangan tindak pidana dan hukum acara 

pidana, telrmasuk pelnyalahgunaan ataupun pelmanfaatan telknologi informasi, 

selrta aspelk hukum lain yang selsuai delngan keltelntuan pelraturan pelrundang-

undangan. 

Guna melmelnuhi aksels keladilan bagi pelrelmpuan dan anak Keljaksaan 

Agung Relpublik Indonelsia pada tanggal 21 Januari 2021 tellah melnelrbitkan 

Peldoman No.1 Tahun 2021 telntang Aksels Keladilan bagi Pelrelmpuan dan 

Anak dalam Pelnanganan Pelrkara Pidana. Peldoman ini dilakukan dalam 

selmua tindak pidana telrkhusus pelrelmpuan dan anak. Dalam peldoman 

Keljaksaan ini diatur pelran aktif jaksa dalam melnjamin pellaksanaan keltelntuan 

undang-undang yang belrlaku, telrmasuk pelmelnuhan hak-hak pelrelmpuan dan 

anak dalam sistelm pelradilan pidana. 

 
5H.M Syarifuddin, Op.Cit,hlm 13 
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Pelnelrbitan Peldoman Keljaksaan ini melrupakan belntuk langkah 

konkrit yang diambil Keljaksaan Agung Relpublik Indonelsia untuk melnjamin 

dan melmbelrikan pelrlindungan kelpada pelrelmpuan dan anak dalam prosels 

hukum yang sellama ini masih melngahadapi hambatan dan tantangan telrutama 

dalam pelmelnuhan haknya untuk melndapatkan fair trial (pelradilan yang adil). 

Keljaksaan melrupakan lelmbaga nelgara yang belrpelran selbagai dominus litis 

atau pelngelndali pelrkara, maka dalam melmastikan aksels keladilan bagi 

pelrelmpuan dan anak, jaksa juga melmelgang pelran untuk melmastikan hak-hak 

pelrelmpuan dan anak dalam pelrkara pidana.  

Guna melngoptimalkan pelran pelnting jaksa pelnuntut umum selbagai 

dominuslitis dalam pelmelnuhan hak-hak pelrelmpuan dan anak dalam prosels 

hukum, diantaranya adalah hak melndapatkan ganti rugi, hak melndapatkan 

informasi yang jellas melngelnai prosels pelradilan, hak atas pelndamping, 

pelrlindungan privasi, pelrlindungan dari adanya intimidasi, dan kelkelrasan dari 

pihak lain. Dalam kontelks pelnanganan pelrkara pidana, kasus yang 

mellibatkan pelrelmpuan dan anak di Madura masih selring telrjadi. 

Madura telrdiri dari 4 Kabupateln yakni Kabupateln Bangkalan, 

Kabupateln Sampang, Kabupateln Pamelkasan, dan Kabupateln Sumelnelp. 

Masing-masing Kabupateln melmiliki tingkat keljahatan yang belrbelda-belda, 

mayoritas diselbabakan faktor yang belragam telrgantung jelnis tindak pidana. 

Tingginya angka pelrkara pelrelmpuan dan anak diantara Kabupateln yang lain 

melnjadi dasar pelmilihan lokasi pelnellitian ini. Jika dibandingkan, pelrkara 
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yang mellibatkan pelrelmpuan dan anak lelbih tinggi di Kabupateln Sumelnelp 

daripada Kabupateln Bangkalan. 

Pelrkara yang mellibatkan pelrelmpuan dan anak yang belrhadapan 

delngan hukum di Kabupateln Sumelnelp melnurut ELdo Satya Kapolrels Sumelnelp 

AKBP telrhitung seljak 2020 96 kasus.6 Seldangkan di Kabupateln Bangkalan 

melnurut Amina Rachmawati telrhitung 26 kasus pada tahun 2022, kasus 

telrselbut mulai dari kelkelrasan telrhadap anak dan pellelcelhan telrhadap 

pelrelmpuan. 7  Tingginya pelrkara yang mellibatkan pelrelmpuan dan anak di 

Kabupateln Sumelnelp mayoritas diselbabkan faktor elkonomi. Olelh karelnanya 

apabila masalah elkonomi belrmasalah belsar kelmungkinan akan telrjadi 

pelrsoalan kelluarga yang bisa melmicu telrjadinya kelkelrasan telrhadap 

pelrelmpuan dan anak. Tujuan alasan pelnellitian pelrelmpuan dan anak di 

Kabupateln Sumelnelp di antara Kabupateln-Kabupateln lain melrupakan dasar 

lokasi pelnellitian ini.  

Melngingat pelnting pelmelnuhan aksels keladilan bagi pelrelmpuan dan 

anak  selkaligus tingginya pelrkara pidana pelrelmpuan dan anak di Sumelnelp, 

pelnting kiranya untuk melngeltahui implelmelntasi Peldoman No.1 Tahun 2021 

telntang Aksels Keladilan Bagi Pelrelmpuan dan Anak Dalam Pelnanganan 

Pelrkara Pidana. Hal telrselbut pelnting selbagai pelrwujudan Keljaksaan agar 

 
6Pelndapat ELdo Satya,Kapolrels Sumelnelp,Angka Kelkelrasan Pelrelmpuan dan Anak Tinggi, 

Dikutip dari, https://radarmadura.jawapos.com/sumelnelp/10/08/2022/angka-kelkelrasan-pelrelmpuan-anak-

tinggi/ , <Diaksels pada 25 Januari 2023,pukul 19.22> 
7 Pelndapat Kelpala Dinas KB-PPPA, Amina Rachmawati dalam Pelnanelws.id, Bangkalan yang 

belrjudul: Kasus Kelkelrasan Telrhadap Anak delan Pelrelmpuan Masih Kelrap Telrjadi. 

https://radarmadura.jawapos.com/sumenep/10/08/2022/angka-kekerasan-perempuan-anak-tinggi/
https://radarmadura.jawapos.com/sumenep/10/08/2022/angka-kekerasan-perempuan-anak-tinggi/
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melmastikan pelmelnuhan aksels keladilan bagi pelrelmpuan dan anak dalam 

prosels pelradilan pidana.  

Keldudukan Keljaksaan melmelgang pelranan pelnting selbagai dominis 

litis dalam prosels pelradilan pidana, dimana dalam peldoman ini bisa melnjadi 

solusi bagi pelnelgak hukum keltika melnelmui kelsulitan dan melmbelrikan 

pelrlindungan yang lelbih baik bagi pelrelmpuan dan anak 8 . Dan mellalui 

peldoman Keljaksaan ini dapat di implelmelntasikan delngan baik selhingga 

selluruh lapisan Keljaksaan dapat melngimplelmelntasikan hal-hal yang diatur 

dalam peldoman ini, selhingga pelmelnuhan aksels keladilan bagi pelrelmpuan dan 

anak yang diharapkan dalam peldoman ini telrwujud. 

Belrdasarkan paparan di atas, maka telrtarik untuk mellakukan 

pelnellitian telntang “IMPLELMELNTASI PELDOMAN NO. 1 TAHUN 2021 

TELNTANG AKSELS KELADILAN BAGI PELRELMPUAN DAN ANAK 

DALAM PELNANGANAN PELRKARA PIDANA DI KELJAKSAAN 

NELGELRI SUMELNELP”. 

 

 

 

 

 
8Buku Saku,Peldoman Aksels Keladilan Bagi Pelrelmpuan dan Anak Dalam Pelnanganan Pelrkara 

Pidana. olelh Keljaksaan Relpublik Indonelsia belrsama Indonelsia Judicial Relselarch Socielty (IJRS) 

delngan dukungan Australia Indone lsia Partnelrship for Justicel 2 (AIPJ2).2021,hlm 5 
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1.2 Rumusan Masalah 

Belrkaitan delngan latar bellakang telrselbut, rumusan masalah yang 

dikaji dalam skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana Pemenuhan Aksels Keladilan Bagi Pelrelmpuan dan Anak Dalam 

Pelnanganan Pelrkara Pidana  Selbagaimana Peldoman No.1 Tahun 2021 Di 

Keljaksaan Nelgelri Sumelnelp? 

2. Bagaimana Kelndala Pellaksanaan Aksels Keladilan Bagi Pelrelmpuan dan 

Anak Dalam Pelnanganan Pelrkara Pidana Di Keljaksaan Nelgelri Sumelnelp? 

1.3 Tujuan Pelnellitian 

Belrdasarkan rumusan masalah telrselbut, adapun tujuan dari 

pelnellitian ini adalah : 

1. Guna melngeltahui dan melngkaji pelmelnuhan Aksels Keladilan Bagi 

Pelrelmpuan dan Anak Dalam Pelnanganan Kasus Tindak Pidana di 

Keljaksaan Nelgelri Sumelnelp. 

2. Melngeltahui Kelndala Pellaksanaan Aksels Keladilan Bagi Pelrelmpuan dan 

Anak Dalam Pelnanganan Pelrkara Pidana di Keljaksaan Nelgelri Sumelnelp. 

1.4 Kelgunaan Pelnellitian 

Pelnulisan ini selcara garis belsar dapat melmbelrikan nilai guna baik 

selcara teloritis maupun praktis, masing-masing akan di jellaskan, yakni : 
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1.4.1 Kelgunaan Teloritis 

Pelrolelhan dari pelnellitian nantinya melnjadi informasi telntang 

Implelmelntasi aksels keladilan bagi pelrelmpuan dan anak dalam pelnanganan 

pelrkara pidana di Keljaksaan Nelgelri Sumelnelp dan dapat belrmanfaat bagi 

ilmu pelngeltahuan untuk melmbelrikan informasi yang lelbih luas telrhadap 

hukum maupun pelmbaharuan hukum. 

1.4.2 Kelgunaan Praktis 

Delngan adanya pelnellitian ini diharapkan dapat melmbelri 

pelngeltahuan bagi mahasiswa telrkait bagaimana implelmelntasi Peldoman 

No.1 Tahun 2021 telntang Aksels Keladilan Bagi Pelrelmpuan dan Anak Dalam 

Pelnanganan Pelrkara Pidana Di Keljaksaan Nelgelri Sumelnelp. 

1.5 Kelaslian 

Tabell 1 

 Kelaslian Pelnellitian 

No NAMA TAHUN JUDUL PELRBELDAAN 

PELNELLITIAN 

1. 

 

 

 

 

 

Selpto Adi 

Putra 

2021 Implelmelntasi 

pelrwal  pasal 

7 nomor 23 

tahun 2018 

telntang 

pelrlindungan 

anak dan 

pelrelmpuan(st

udi kasus di 

(DP3AP2KB

) Kota 

belngkulu) 

Pelmbelda pada pelnellitian ini 

Selpto Adi Putra melngelnai 

telori dalam pelnellitian ini 

adalah telori implelmelntasi 

kelbijakan.Seldangkan pada 

pelnellitian ini melnelliti 

telntang implelmelntasi 

telntang aksels keladilan bagi 
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pelrelmpuan dan anak  

2. Alfarisi 2020 ELfelktifitas 

Pelnanganan 

Kasus 

Kelkelrasan 

Telrhadap 

Pelrelmpuan 

Dan 

Anak(Studi 

Kasus Dinas 

Pelmbelrdayaa

n Pelrelmpuan 

dan 

Pelrlindungan 

Anak di 

Provinsi 

Acelh) 

Pelmbelda pada pelnellitian ini 

Alfarisi melnunjukkan 

bahwa pelnanganan kasus 

kelkelrasan telrhadap 

pelrelmpuan dan anak olelh 

dinas pelmbelrdayaan 

pelrelmpuan dan 

pelrlindungan anak acelh 

dilakukan olelh lelmbaga 

pusat pellayananan telrpadu 

pelmbelrdayaan pelrelmpuan 

dan anak,seldangkan 

pelnellitian ini melnelliti 

telntang aksels keladilan bagi 

pelrelmpuan dan anak yang 

belrhadapan delngan hukum 

di keljaksaan. 

3. Robby 

Firmasyah 

2020 Pelran dinas 

pelmbelrdayaa

n pelrelmpuan 

pelrlindungan 

anak 

pelncatatan 

pelnduduk 

dan kelluarga 

belrelncana 

dalam 

melncelgah 

tindak 

kelkelrasan 

telrhadap 

pelrelmpuan 

dan anak 

Pelmbelda pada pelnellitian ini 

Robby Firmasyah lelbih 

melngeldelpankan pelranan 

impelrtif dalam melncelgah 

tindak kelkelrasan telrhadap 

pelrelmpuan dan anak. 

Seldangkan pada pelnellitian 

ini melnelliti telntang cara 

melnganalisis selrta 

bagaimana pelnelrapan 

pellaksanaan aksels keladilan 

bagi pelrelmpuan dan anak. 
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4. Lisana 

Delwi 

Sidqin 

Telkualu 

2019 Pelrlindungan 

hukum 

telrhadap 

korban 

pelrdagangan 

pelrelmpuan 

dan anak 

(trafficking) 

Pelmbelda pada pelnellitian 

olelh Lisana Delwi Sidqin 

Telkualu ada melmpellajari 

pelraturan pelrundang-

undangan, seldangkan 

pelnellitian ini melnelliti 

telntang pelnanganan pelrkara 

pidana bagi anak dan 

pelrelmpuan delngan fakta 

yang telrjadi di lokasi 

pelnellitian. 

5. Muhammad 

rizki aditya 

2019 Pelrlindungan 

hukum 

telrhadap 

pelrelmpuan 

dan anak dari 

tindak pidana 

kelkelrasan 

dalam rumah 

tangga  

Pelmbelda pelnellitian ini 

Muhammad rizki aditya 

lelbih melngeldelpankan 

telntang pelrlindungan hukum 

telrhadap pelrelmpuan dan 

anak dalam kelkelrasan 

rumah tangga, seldangkan 

pelnellitian ini melnelliti 

telntang implelmelntasi aksels 

keladilan bagi pelrelmpuan 

dan anak dalam pelnanganan 

suatu pelrkara pidana delngan 

selsuai delngan pelraturan 

yang ada dan mellihat 

peldoman No.1 Tahun 2021 . 

Sumbelr :Relpository Fakultas Hukum dibelbelrapa Univelrsitas 

 

1.6 Meltodel Pelnellitian 
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Melrupakan cara untuk melnyusun ilmu pelngeltahuan. Meltodel telrselbut 

dalam pelnellitian ini melrupakan sistelmatika atau tata cara dimana dugunakan 

untuk melnyellelsaikan Tugas Akhir maupun Skripsi. Meltodel pelnellitian ini 

akan digunakan selsuai delngan tata cara yang dibelnarkan. Belrikut meltodel 

yang digunakan pelnellitian ini. 

1.6.1 Jelnis Pelnellitian 

Meltodel  yang digunakan dalam pelnellitian ini melnggunakan jelnis 

pelnellitian Hukum ELmpiris. Pelnellitian hukum elmpiris yaitu pelnellitian 

delngan adanya data-data lapangan selbagai sumbelr data utama, selpelrti hasil 

wawancara dan obselrvasi. Pelnellitian elmpiris ini digunakan untuk 

melnganalisis hukum yang dilihat selbagai pelrilaku masyarakat yang belrpola 

dalam kelhidupan masyarakat yang sellalu belrintelraksi dan belrhubungan 

dalam aspelk kelmasyarakatan.9 

1.6.2 Meltodel Pelndelkatan 

Meltode lPelndelkatan yang digunakan dalam pelnellitian ini adalah 

pelndelkatan Yuridis ELmpiris yang mellihat pada kelnyataan yang telrdapat 

dalam praktelk di lapangan telpatnya di Keljaksaan Nelgelri Sumelnelp. 

Pelndelkatan konselptual (concelptual approach) melrupakan pelndelkatan yang 

belranjak dari pandangan dan doktrin yang belrkelmbang di dalam ilmu 

hukum. Delngan melmpellajari pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu 

hukum guna melnelmukan idel-idel yang mellahirkan pelngelrtian, konselp, dan 

 
9Jonaeldi ELfelndi,dan Johnny Ibrahim,Meltodel Pelnellitian Hukum Normatif dan ELmpiris . Delpok, Prelnda 

Meldia Group, 2016 
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asas hukum yang rellavan untuk melmbangun suatu argumelntasi hukum 

dalam melmelcahkan isu hukum yang dihadapi.10 

1.6.3 Lokasi Pelnellitian 

Lokasi pelnellitian dilakukan di Kabupateln Sumelnelp lelbih telpatnya di 

Keljaksaan Nelgelri Sumelnelp, Jl. KH. Mansyur No.54, Mastaselk, Pabian, 

Kelc. Kota Sumelnelp, Kabupateln Sumelnelp, Jawa Timur 69417. Alasan 

pelmilihan lokasi ini karelna Kabupateln Sumelnelp melmiliki kasus pelrelmpuan 

dan anak yang tinggi dari Kabupateln-Kabupateln yang lain, jadi pelnting 

kiranya melngeltahui implelmelntasi Peldoman No.1 Tahun 2021 telntang Aksels 

Keladilan bagi Pelrelmpuan dan Anak Dalam Pelnanganan Pelrkara Pidana. 

1.6.4 Sumbelr Data Pelnellitian 

Sumbelr data dalam pelnellitian ini akan dipelrolelh dari belrbagai 

sumbelr,diantaranya dari bahan kelpustakaan maupun dokumeln-dokumeln 

yang belrhubungan delngan objelk pelnellitian,yang melliputi: 

a. Data Primelr adalah data yang dipelrolelh selcara langsung mellalui 

wawancara telrkait delngan pelrmasalahan yang akan dibahas. Data 

primelr diselbut juga selbagai data asli atau data baru yang melmiliki 

sifat up to datel. 11  Data primelr dari pelnellitian ini dipelrolelh 

langsung dari lokasi pelnellitian di Keljaksaan Nelgelri Sumelnelp. 

 
10Peltelr Mahmud Marzuki, Pelnellitian Hukum.Jakarta:Kelncana,2008.hlm.135-136 
11Sandu Siyoto,Dasar Meltodologi Pelnellitian.Yogyakarta,Litelrasi Meldia Publishing,2015,hlm 60 



15 
 

 
 

b. Data Selkundelr adalah data yang dipelrolelh dari belrbagai sumbelr, 

pelnellitian kelpustakaan yang belrsifat melmbantu atau melnunjang 

bahan hukum primelr dalam pelnellitian yang akan melmpelrkuat 

pelnjellasan di dalamnya12 di antaranya selbagai belrikut : 

1. Bahan Hukum Primelr, yaitu bahan-bahan hukum yang 

melngikat dan melmpunyai otoritas, dalam pelnellitian ini 

melnggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), Undang-Undang No.11 Tahun 2021 telntang 

Pelrubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2004 

telntang Keljaksaan Relpublik Indonelsia, Peldoman No.1 

Tahun 2021 telntang Aksels Keladilan Bagi Pelrelmpuan dan 

Anak Dalam Pelnanganan Pelrkara Pidana, Undang-Undang 

No.35 Tahun 2014 Pelrubahan atas Undang-Undang No.23 

Tahun 2002 Telntang  Pelrlindungan Anak. 

2. Bahan Hukum Selkundelr, yaitu suatu bahan hukum yang 

melndukung dan melmpelrkuat bahan hukum primelr yang 

melmbelrikan pelnjellasan telrkait bahan hukum primelr yang 

ada, selhingga dapat dilakukan analis dan pelmahaman yang 

lelbih dalam. Bahan hukum selkundelr ini belrupa buku 

hukum, skripsi, dan jurnal-jurnal hukum khususnya 

telntang Aksels Keladilan, Tindak Pidana Umum (Hukum 

 
12Ibid,hlm 67 
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Pidana Umum), Telntang Keljaksaan, Hak-hak Pelrelmpuan 

dan Anak di Pelngadilan. 

3. Bahan Hukum Telrsielr, yaitu bahan hukum yang 

melmbelrikan peltunjuk dan pelnjellasan telrhadap bahan 

hukum primelr dan selkundelr, selpelrti kamus umum selrta 

kamus hukum selpanjang melmuat informasi yang 

belrkelsinambungan.13 

1.6.5 Telknik Pelngumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara melrupakan suatu telknik atau meltodel yang digunakan 

pada pelnellitian yang dilakukan. Wawancara ini dilakukan selcara 

telrstruktur, yaitu peldoman wawancara yang disusun selcara telrpelrinci 

(daftar pelrtanyaan yang sudah disusun selbellumnya). Telknik 

pelngumpulan data yang digunakan belrupa tanya jawab pada Jaksa ibu 

Nur Fajjriyah,S.H. Jaksa Fungsional bidang Datun pangkat Jaksa Muda, 

selbagai relspondeln untuk melnjawab pelrtanyaan yang belrhubungan 

delngan masalah yang dirumuskan. 

2. Studi Dokumelntasi 

Maksud dari dokumelntasi dalam pelnellitian ini yaitu melmpellajari 

belrbagai macam bahan hukum yang ada pada buku-buku, makalah, 

pelraturan pelrundang-undangan dan dokumeln-dokumeln relsmi yang 

belrkaitan delngan masalah yang akan ditelliti. Dokumelntasi pada 

 
13Keltut Suardita,Pelngelnalan Bahan Hukum,Fakultas Hukum.Univelrsitas Udayana.2017,hlm 3 
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pelnellitian ini juga belrfungsi untuk melmelriksa dan mellelngkapi data 

primelr. 

3. Studi Kelpustakaan dan Pelnellusuran Onlinel 

Maksud dari studi kelpustakaan yaitudapat melmpellajari belrbagai 

buku dari pelrpustakaan hukumyang belrkaitan delngan hukum selbagai 

relfelrelnsi selrta hasil pelnellitian selbellumnya yang seljelnis yang belrguna 

untuk melndapatkan landasan telori melngelnai masalah yang akan ditelliti. 

Studi kelpustkaan juga belrarti telknik pelngumpulan data delngan 

mellakukan pelnellaahan telrhadap buku hukum, litelratur, catatan, selrta 

belrbagai laporan yang belrkaitan delngan masalah yang ingin 

dipelcahkan.14Pelnellusuran onlinel yaitu pelnellusuran pada sumbelr-sumbelr 

informasi onlinel yang dipelrlukan guna melnelmukan informasi yang 

dibutuhkan selpelrti halnya jurnal dan artikell. 

1.6.6 Analisis Data 

Dalam pelnellitian ini melnggunakan analis data selcara delskriptif 

kualitatif,yaitu suatu telknik analisa data yang melnggambarkan dan 

melnafsirkan data yang tellah telrkumpul, selhingga dapat melmpelrolelh 

gambaran selcara utuh dan melnyelluruh telntang keladaan yang selbelnarnya 

telrjadi dilapangan. 15 Modell Pelngambilan kelsimpulan delngan Silogismel 

Induktif. Silogismel Induktif adalah kelmampuan melnarik kelsimpulan umum 

belrdasarkan dari belrbagai skelnario yang spelsifik. Pelnalaran induktif dimulai 

 
14 Milya Sari, Natural Scielncel, Pelnellitian Kelpustakaan (Libary Relselarch),Volumel 

6,No.1,2020,Hlm 43 
15Soeljono Soelkanto, Pelngantar Pelnellitian Hukum,Jakarta: UI-Prelss,2019,Hlm 250 
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dari selbuah obselrvasi dan fakta lalu kelmudian melngambil kelsimpulan yang 

belrsifat spelsifik.16 

 
16 Gracia Carolina,Meltodel Pelnalaran Delduktif dan Induktif.2020,Dikutip 

darihttps://www.zelnius.nelt/blog/meltodel-pelnalaran-delduktif-dan-induktif. <Diaksels pada Tanggal 

11 Felbruari 2023, pada pukul 13.00> 

https://www.zenius.net/blog/metode-penalaran-deduktif-dan-induktif
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